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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Sunaryati Hartono, pada dasarnya terdapat 4 (empat) fungsi 

hukum dalam pembangunan nasional, yakni:1 

1. Hukum sebagai pemeliharan ketertiban dan keamanan; 

2. Hukum sebagai sarana pembangunan; 

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Di sebuah negara yang kegiatan pemerintahannya telah tertata dengan 

tertib dan teratur, pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan berdasarkan 

rencana yang telah disusun secara lengkap (comprehensive) dan terprogram 

dengan baik. Pembangunan ekonomi dimaksud dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan hasil yang dicapai pada satu tahapan pembangunan 

akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan 

pembangunan selanjutnya. 2  Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan 

pemerintah akan berbeda di antara satu negara dengan negara lainnya. 

Makna pembangunan ekonomi di negara maju adalah perjuangan untuk 

																																																								
1 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT Alumni, Bandung, 
2000, hal. 53 
2 Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, PT Alumni, 
Bandung, 2013, hal. 48 
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menguasai potensi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perjuangan 

untuk mempertahankan kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya.3 

Di pihak lain, makna pembangunan ekonomi bagi negara berkembang 

selain perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga merupakan perjuangan untuk 

melawan tekanan ekonomi dari negara-negara maju.4 Negara berkembang 

harus segera memacu pembangunan ekonominya sedemikian rupa agar 

dapat mengejar ketinggalan dari pembangunan ekonomi di negara-negara 

maju. 5  Tidak jarang terjadi bahwa untuk memperkecil jurang pemisah 

dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang melaksanakan 

rangkaian proses pembangunan ekonomi secara serentak yang oleh negara 

maju dilaksanakan secara bertahap dan terencana.6 

Dalam melaksanakan rangkaian proses pembangunan ekonomi 

menimbulkan tantangan yang tidak sedikit bagi lembaga-lembaga keuangan 

di Indonesia, salah satunya adalah dalam lembaga perbankan. Peran 

strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai wahana 

yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, 

memerlukan penyempurnaan yang terus-menerus agar mampu memiliki 

																																																								
3 Lili Rasjidi & IB. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, cetakan ke-2, Penerbit Mandar 
Maju, Bandung, 2003, hal. 170 
4 Ibid. 
5 Jonker Sihombing, op.cit., hal. 49 
6 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980, hal. 132 
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keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab yang sangat besar.7 

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia telah 

menyusun 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.8 Selain peraturan dalam bentuk 

undang-undang, juga telah dikeluarkan berbagai paket kebijakan. 9 

Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama,10 

yakni:11 

Pertama, untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan 

untuk tujuan moneter dan ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di 

Indonesia. Hal ini mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber 

pembiayaan investasi. Kedua, untuk tujuan pengawasan terhadap industri 

perbankan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pengawasan adalah dalam 

rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesahatan sistem 

keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas 

pasar uang, serta mendorong sistem perbankan yang efisiendan kompetitif. 

																																																								
7  Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, Investasi Bank dan Lembaga Keuangan, CV. ANDI 
OFFSET, Yogyakarta, 2017, hal. 37 
8 Ibid., hal. 41 
9 Edward W. Reed, Edward K. Gill, Commercial Bank. Penerjemah St.Dianjung. Prentice, Hall, 
Inc. Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 29. 
10 Heri Soepraptomo, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan. Makalah pada Pertemuan 
Ilmiah tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi. BPHN – 
Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 Desember 1996. hal. 7	
11	Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, op.cit., hal. 42	
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Ketiga, untuk tujuan pembangunan. Pengaturan perbankan untuk tujuan 

pencapaian program pembangunan diarahkan agar perbankan nasional dapat 

mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masa pembangunan. 

Kemajuan yang dialami lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara 

berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

pelaksanaan pembangunan nasional, maka segala potensi, inisiatif dan 

kreasi masyarakat harus dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu 

kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat.12  

Mengenai kegiatan bank telah diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 

memberikan kredit, memberi surat pengakuan utang, memindahkan uang, 

menempatkan serta meminjam dana, melakukan kegiatan penitipan, dan 

lain-lain selama tidak melanggar hal-hal yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.13 

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka 

bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan adalah:14 

1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat). 

2. Tanggung jawab komersial  (bank harus untung). 

3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan). 

																																																								
12	Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 
12. 
13	Lihat	 Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan	
14	Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, op.cit., hal. 37	
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4. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan 

stakeholder secara adil). 

 

Menurut Heru Soepraptomo, sebagai agen dari pembangunan, bank 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan 

tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha, dan meningkatkan 

alokasi sumber-sumber perekonomian.15 Dalam dunia perbankan dikenal 

Bank Kustodian yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek 

dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk 

menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, 

dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan bahwa pihak-

pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian 

adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau 

Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM). Kemudian, dalam Pasal 44 ayat (1) juga 

disebutkan bahwa Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan 

bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan 

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan 

pemegang rekening yang dimaksud. 

																																																								
15	Heru Soepraptomo, op.cit., hal. 1	
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Jika ditinjau dari pengertian Kustodian, maka dapat disimpulkan 

bahwa Kustodian memegang peran yang cukup penting dalam alur transaksi 

pasar modal. Dalam menjalankan menjalankan perannya sebagai Kustodian, 

bank tentu saja tetap harus memegang asas-asas dan prinsip-prinsipnya 

sebagai wadah menyimpanan aset dari para nasabahnya yaitu prinsip 

kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential 

principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), dan prinsip mengenal 

nasabah (know how costumer principle).16 Prinsip kehati-hatian (prudential 

principle) merupakan sebuah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam 

menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan, ataupun terutama 

dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan 

dilakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam 

keadaan sehat atau bank agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. 

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga 

masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di 

bank.17 

Bank Kustodian merupakan bagian dari Pasar Modal, yang mana 

Pasar Modal disusun dengan menimbang bahwa tujuan pembangunan 

nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasar Modal mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 
																																																								
16	Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, op.cit., hal. 39	
17	Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Keni 
Media, Bandung, 2012, hal. 57	
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pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Bahwa 

agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum 

yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan 

masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Berdasarkan hal-hal 

tersebut, maka dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Pasar 

Modal. 

Menurut Jusuf Anwar, banyak Negara yang menyadari bahwa pasar 

modal merupakan suatu sarana yang bernilai positif dan produktif guna 

mendorong perekonomian negaranya masing-masing. Negara yang 

menganut paham sosialis-pun, seperti RRC, dalam kehidupan 

perekonomiannya sudah mengarah pada praktik yang umum terdapat di 

Negara kapitalis. Dewasa ini pengembangan pasar modal RRC dapat 

diperhatikan terjadi di bagian selatan seperti Shanghai dan Zhen-zhen. Di 

samping itu, pasar modal merupakan alternatif baru bagi para pemodal 

untuk melakukan investasi. Dengan berbagai alternatif investasi yang telah 

ada seperti perbankan, properti, dan komoditi para pemodal dapat 

melakukan pilihan investasi secara tepat serta memberikan manfaat 

terbaik. 18  Nilai positif lainnya dari lembaga pasar modal adalah 

menyediakan sarana diversifikasi risiko, baik untuk emiten maupun untuk 

pemodal. Ada pula fungsi lainnya, antara lain fungsi pasar modal dalam 

mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana 

																																																								
18 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, PT Alumni Bandung, 
Bandung, 2010, hal. 3 
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bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar di samping 

memanfaatkan baik kebijakan fiskal maupun moneter.19 

Dalam kegiatan investasi, secara umum dikenal adanya prinsip bahwa 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi 

pula tingkat risiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya semakin 

rendah tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin rendah pula 

kemungkinan risiko yang dihadapi (high risk high return and low risk low 

return). Dalam hubungan ini, yang penting untuk diperhatikan dalam 

mengembangkan pasar modal adalah prinsip-prinsip keterbukaan dan 

perlindungan para investor. Untuk mengembangkan pasar modal di suatu 

Negara, prinsip tersebut merupakan prinsip baku yang berlaku universal dan 

hal itu harus dijamin melalui sistem hukum yang baik, kelembagaan yang 

jelas fungsi dan tugasnya masing-masing, serta pelaksanaan penegakan 

hukum yang tegas dan adil. Persyaratan keterbukaan perusahaan menjamin 

baik tersedianya informasi keuangan bagi publik maupun bagi keperluan 

antara perusahaan.20 

Melihat bahwa prinsip keterbukaan yang dinilai sebagai prinsip baku 

yang berlaku universal perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam 

pelaksanaan kegiatan Kustodian. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian 

																																																								
19  Robert Pardy, Institutional Reform in Emerging Securities Markets, The World Bank, 
Washington DC-USA, hal. 2, Robert Pardy selanjutnya mengatakan bahwa “the basing building 
block among other are legal and regulatory and institutional infrastructure capable of supporting 
efficient operation of the securities market”. Disebutkan pula bahwa “Monetary and Fiscal 
Environment” merupakan hal yang penting. 
20 Terry M. Chuppe dan Michael Atkins, Regulation of Securities Markets Some Rescue Trend and 
Their Implications for Emerging Markets, Policy Research Working Paper, The World Bank, 
Washington DC-USA, 1992, hal. 4 
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dalam hukum perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Kustodian, 

dikategorikan sebagai “a seamless web” yang bertujuan untuk mencapai 

suatu sistem perbankan yang sehat dan efisien.21 Prudential Regulation 

merupakan aturan main yang merupakan kerangka hukum, sosial dan 

politik. Dalam konsep prudential regulation ukuran moral sangat ditentukan 

oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis bank dalam 

mengelola bisnisnya untuk mencapai suatu bank yang sehat, efisien, 

tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi 

nasional.22  

Kegiatan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pasar Modal, Bank Kustodian wajib melaksanakan 

Penitipan Kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga 

berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-

EBA), melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan aset keuangan 

dalam portofolio KIK-EBA, menyerahkan dan menerima aset keuangan 

untuk kepentingan KIK-EBA, melakukan pembayaran semua transaksi atas 

perintah Manajer Investasi yang berkaitan dengan KIK-EBA, mendaftarkan 

atas nama Bank Kustodian aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA 

sebagai wakil dari pemegang Efek Beragun Aset, melaksanakan pembukuan 

atas hal-hal yang berkaitan dengan KIK-EBA, membuat dan menyimpan 

daftar pemegang Efek Beragun Aset dan mencatat perpindahan kepemilikan 

Efek Beragun Aset atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan 
																																																								
21	Ricardo Siregar,	Dialogia Iuridica:	Mitigasi Risiko Kredit Dalam Penyaluran Kredit 
Perbankan, November 2010, Vol. 2 No. 1, hal. 115 
22	Ibid. 
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jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari Manajer Investasi, memisahkan 

aset keuangan KIK-EBA dari aset keuangan Bank Kustodian dan atau 

kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian, melaporkan secara tertulis 

kepada Bapepam apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan yang dapat 

merugikan pemegang Efek Beragun Aset selambat-lambatnya akhir hari 

kerja berikutnya, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan 

portofolio KIK-EBA sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi 

Kolektif.23 

Melihat kegiatan Bank Kustodian dalam Pasar Modal Indonesia, 

dinilai perlu diterapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan 

kegiatannya, sehingga Nasabah tidak ragu untuk menyimpan dana nya, atau 

menitipkan asetnya kepada Bank. Tujuan lainnya adalah agar Bank selalu 

dalam keadaan sehat dan dapat menunjang perkembangan serta 

pembangunan perekonomian Negara Indonesia. Berangkat dari hal tersebut 

maka dalam studi akan dilakukan suatu kajian terkait penerapan prinsip 

kehati-hatian bank selaku kustodian di pasar modal Indonesia yang 

mengambil judul “Tinjauan Yuridis Atas Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank 

Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia”. 

 

 

 

 

																																																								
23 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1997 Peraturan Nomor VI.A.2 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapatlah diambil beberapa permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan tentang prinsip kehati-hatian bagi bank selaku 

Kustodian di Pasar Modal Indonesia ? 

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank selaku 

Kustodian di Pasar Modal Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Menelusuri, menemukan, serta menganalisis pengaturan tentang 

prinsip kehati-hatian bagi Bank selaku Kustodian di Pasar Modal 

Indonesia.  

2. Menelusuri, menemukan, serta menganalisis mengenai penerapan 

prinsip kehati-hatian bagi Bank selaku Kustodian di Pasar Modal 

Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberi tambahan kontribusi 

bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun 

teoritis antara lain sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum perbankan dan 

pasarmodal terkait dengan prinsip kehati-hatian bank, khususnya pada 

Bank selaku Kustodian dalam Pasar Modal di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan prinsip kehati-hatian bank, khususnya pada Bank 

selaku Kustodian dalam Pasar Modal di Indonesia. Selain itu juga 

sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, pembuat 

kebijakan dan juga masyarakat luas mengenai perkembangan dalam 

bidang hukum perbankan dan pasar modal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji dan 

untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan 

dikemukakan. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara 

ringkas akan dijabarkan sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.  

 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini penulis menjabarkan landasan teori atau landasan konseptual 

yang memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan 

dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual 

menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan 

pada analisis terhadap rumusan masalah. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan jenis-jenis metode penelitian 

yang digunakan dalam bahan penelitian ini. 

 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual 

dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 

yang telah dibahas dari mulai BAB I hingga BAB IV. 




